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PERATURAN BUPATI BEKASI

'NOMOR ézmmn 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERTEMUAN/RAPAT DINAS DI LUAR KANTOR

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

a. bahwa Dberdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan
Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka
Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur,
Pemerintah Daerah perlu menyusun Petunjuk Teknis
beserta Standar Operasional Prosedur mengenai Tata
Kelola Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor;

. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi
tentang Petunjuk Teknis Pertemuan/Rapat di Luar
Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah  diubah  beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);




Menetapkan

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tetang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor
Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas
Kerja Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 492);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Kabupaten Bekasi
Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PERTEMUAN/RAPAT DINAS DI LUAR KANTOR DI

- LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAB L.
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bekasi.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonomi;



3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bekasi;

4. Bupati adalah Bupati Bekasi;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Bekasi;

6. Inspektorat adalah inspektorat Kabupaten Bekasi;

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah;

8. Kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang
dibiayai oleh APBD adalah pertemuan/ rapat yang
dilaksanakan di luar kantor dengan menggunakan
fasilitas hotel/villa/ cottage/ resort dan/atau fasilitas
gedung lainnya yang bukan milik pemerintah.

BAB II.
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum
pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dan unit kerja
dalam bentuk pertemuan/rapat yang menggunakan
tempat di luar fasilitas kantor Perangkat Daerah dan unit
kerja yang bersangkutan.

Pasal 3.

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

bertujuan untuk :

a. mengendalikan pelaksanaan Kkegiatan Perangkat
Daerah dan unit kerja berbentuk pertemuan/rapat
yang menggunakan tempat di luar fasilitas kantor
Perangkat Daerah dan unit kerja yang bersangkutan
guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan; dan

b. mewujudkan pola kerja perangkat daerah dan unit
kerja yang hemat melalui optimalisasi pemanfaatan
fasilitas kantor Perangkat Daerah dan unit kerja
sehingga terwujud kecepatan dan ketepatan dalam
pengambilan keputusan.



Pasal 4.

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

a. Kriteria Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/ Rapat di
Luar Kantor;
Perencanaan Kegiatan;

c. Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan;
dan

d. Laporan dan Pengawasan.

BAB III.

KRITERIA PELAKSANAAN KEGIATAN
PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR

Pasal 5.

Kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor, meliputi:

SR oo 0 TP

Rapat Pimpinan,;

Rapat Kerja;

Rapat Teknis;

Rapat Koordinasi,

Focus Group Discussion (FGD),
Sosialisasi;

Bimbingan Teknis;

Workshop;

i. Seminar;

j. Simposium; dan
k. Sarasehan;
1. konferensi internasional;

m. Konsinyering.

Pasal 6.

(1) Kegiatan pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan di luar kantor,
apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
a. Pertemuan/ rapat yang memerlukan koordinasi

C.

lintas sektoral paling sedikit 3 (tiga) Perangkat
Daerah;

Pertemuan/ rapat yang memerlukan penyelesaian
secara cepat, mendesak, dan terus menerus
(simultan), sehingga memerlukan waktu
penyelesaian di luar kantor; atau

Tidak tersedia ruang pertemuan/ rapat kantor
milik sendiri/ instansi pemerintah di wilayah
tersebut, tidak tersedia sarana dan prasarana
yang memadai.



()

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Kegiatan pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), salah satu unsur peserta paling kurang
dihadiri oleh unsur Unit Kerja Eselon II lainnya yang
tugas dan fungsinya terkait dengan topik/materi
pertemuan/rapat, pemerintah daerah dan/atau
masyarakat.

BAB V.
PERENCANAAN KEGIATAN
Pasal 7.

Penanggung Jawab Kegiatan mengajukan rencana
kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor secara
tertulis kepada Kuasa Pengguna  Anggaran
(KPA)/Pengguna Anggaran (PA) untuk mendapat
persetujuan.

Bentuk/format rencana kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format-1
seperti tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran
(PA) memberikan jawaban secara tertulis berupa
disposisi/memorandum yang menyatakan menerima
atau menolak pengajuan kegiatan pertemuan/rapat di
luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bentuk/format  persetujuan/penolakan  rencana
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan Format-2 seperti tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 9.

Khusus terhadap kegiatan sebagaimana pada Pasal 7
yang dilaksanakan di Luar Daerah, Kuasa Pengguna
Anggaran  (KPA)/ Pengguna  Anggaran (PA)
mengajukan Rencana Kegiatan secara tertulis kepada
Bupati untuk mendapat persetujuan.

Bentuk/format rencana kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format 3
seperti tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10.

Bupati memberikan jawaban secara tertulis berupa
disposisi/memorandum yang menyatakan menerima
atau menolak pengajuan kegiatan pertemuan/rapat di
Luar Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.



(2) Bentuk persetujuan/penolakan rencana kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
Format 4 seperti tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB V.

PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
KEGIATAN

Pasal 11.

Pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor
harus memiliki keluaran (output)/hasil (outcomes) yang
jelas, dan dibuktikan dengan:

a. Transkrip hasil rapat;

b. Notulen rapat dan/atau laporan; dan

c. Daftar hadir peserta rapat.

Pasal 12.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pimpinan Unit
Kerja/PA/KPA/Penanggung Jawab Kegiatan terhadap
pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor.

BAB VI.
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13.

(1) Penanggung Jawab Kegiatan melaporkan pelaksanaan
kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dengan
dilengkapi transkrip hasil rapat, notulen rapat atau
laporan dan daftar hadir peserta rapat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada KPA/PA paling lambat 10
(sepuluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

(3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan Format-5 seperti tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14.

(1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran
(PA) melaporkan pelaksanaan kegiatan
Pertemuan/Rapat di Luar Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dengan dilengkapi transkip
hasil rapat, notulen rapat atau laporan dan daftar
hadir peserta rapat.



(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati paling lambat 10
(sepuluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

(3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan Format-6 seperti tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15.

Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan ini
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan
Tugas dan Fungsi serta Kewenangannya.

BAB VII.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 16. ‘

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan dan
Pengawasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor
seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII.

PENUTUP
Pasal 17.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BEKASI
ttd
Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 27 Desember 2017

z{ (v SEKRETARIS DA H KABUPATEN BEKASI /0

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 62



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR
TANGGAL :
TENTANG :

: 62 TAHUN 2017
27 DESEMBER 2017

KABUPATEN BEKASI

PETUNJUK TEKNIS PERTEMUAN/RAPAT DINAS
DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

No.

Format

Tentang

Ditandatangani

Format-1

Surat Pengajuan Rencana
Kegiatan Pertemuan/Rapat di
Luar Kantor

Penanggung
Jawab Kegiatan

Format-2

Memorandum Persetujuan/
Penolakan Rencana Kegiatan
Pertemuan/ Rapat di Luar Kantor

Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)/
Pengguna
Anggaran (PA)

Format-3

Surat Pengajuan Rencana
Kegiatan Pertemuan/Rapat di
Luar Daerah

Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)/
Pengguna
Anggaran (PA)

Format-4

Memorandum Persetujuan/
Penolakan Rencana  Kegiatan
Pertemuan/ Rapat di Luar
Daerah

Bupati Bekasi

Format-5

Laporan Kegiatan Pertemuan/
Rapat di Luar Kantor

Penanggung
Jawab Kegiatan

Format-6

Laporan Kegiatan Pertemuan/
Rapat di Luar Daerah

Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)/
Pengguna
Anggaran (PA)

Ditetapkan di Cikarang Pusat

pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BEKASI
ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 27 Desember 2017

{ (VSEKRETARIS DA KABUPATEN BEKASI //

H. UJU
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 62



Format-1 :

Surat Pengajuan Rencana Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor

Hal : Pengajuan Rencana Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor

Yang terhormat:

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA)
........ (nama Perangkat Daerah).........

Aicernii e,

Bersama ini kami mengajukan rencana kegiatan pertemuan/rapat di luar
kantor ...... (nama kegiatan) ...... , dengan pertimbangan ....... (kriteria
pelaksanaan pertemuan/rapat di luar kantor) ...... , dan selanjutnya kami

mohon untuk mendapat persetujuan.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai
berikut:

1. ... (ketersediaan anggaran)......
2. ... (perkiraan jumlah peserta).....
3. ... (lama pelaksanaan).....

4. dst

Atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.



Format-2

Memorandum Persetujuan/Penolakan Rencana Kegiatan
Pertemuan /Rapat di Luar Kantor

MEMORANDUM
NOMOR ...ovvviiniiiaieienenennnnns
Yang terhormat ...
Dari : Penanggungjawab Kegiatan
..... (nama Perangkat Daerah) .....
Tanggal = e
Hal : Persetujuan/Penolakan Rencana Kegiatan

Pertemuan /Rapat di Luar Kantor

Sesuai rencana kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang Saudara ajukan
melalui surat nomor ................... tanggal .....cccoceiiiininnen. serta dengan
pertimbangan sebagaimana yang Saudara sampaikan, kami dapat/tidak dapat
menyetujui  permohonan  Saudara tersebut dengan  pertimbangan

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)/Pengguna Anggaran
(PA)
(jabatan)..........
............ (nama).............
NIP. o,
Tembusan Yth.:
1. s
2.

..................................



Format-3:

Surat Pengajuan Rencana Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Daerah

Hal : Pengajuan Rencana Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Daerah

Yang terhormat:
Bupati Bekasi
Ai e

Bersama ini kami mengajukan rencana kegiatan pertemuan/rapat di luar
Daerah ...... (nama kegiatan) ...... , dengan pertimbangan ....... (kriteria
pelaksanaan pertemuan/rapat di luar Daerah) ...... , dan selanjutnya kami
mohon untuk mendapat persetujuan.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. ... (ketersediaan anggaran)......
2. ... (perkiraan jumlah peserta).....
3. ..... (lama pelaksanaan).....

4. dst

Atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)/Pengguna Anggaran
(PA)



Format-4

Memorandum Persetujuan/Penolakan Rencana Kegiatan
Pertemuan/Rapat di Luar Daerah

MEMORANDUM
NOMOR ..coovvviiiiiiiniieeeenns
Yang terhormat ...
Dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pengguna Anggaran (PA)
..... (nama Perangkat Daerah) .....
Tanggal = e
Hal : Persetujuan/Penolakan Rencana Kegiatan

Pertemuan /Rapat di Luar Daerah

Sesuai rencana kegiatan pertemuan/rapat di luar Daerah yang Saudara
ajukan melalui surat nomor ................... tanggal .....ooeieiiiinennnns serta dengan
pertimbangan sebagaimana yang Saudara sampaikan, kami dapat/tidak dapat
menyetujui  permohonan  Saudara tersebut dengan  pertimbangan

.....................................................................................................................

.........................

Tembusan Yth.:

..................................

..................................



Format-5

Laporan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor

Unit Eselon/Perangkat Daerah
Unit Kerja

Penanggungjawab Kegiatan
Nama Kegiatan

Tanggal Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan

Alamat Pelaksanaan
Telepon/Fax

Hasil Kegiatan

No. Uraian Kegiatan Jumlah Peserta | Asal Instansi Anggaran (Rp) Alasan Pelaksanaan Hasil Rapat/Pertemuan
Menyetujui, e, yerrerenenraranns
PENGGUNA ANGGARAN (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanggungjawab,
(Nama) (Nama)
NIP. NIP.
Keterangan:

1. Kolom Uraian Kegiatan : Isikan jenis dan nama kegiatan.

2. Kolom Jumlah Peserta : Isikan jumlah peserta sesuai daftar hadir berdasarkan peran/kedudukan dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Kolom Asal Instansi : Isikan daftar nama instansi asal peserta yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Kolom Anggaran (Rp) : Isikan jumlah/alokasi dan sumber anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

5. Kolom Alasan Pelaksanaan : Isikan alasan pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor.

6. Kolom Hasil rapat/pertemuan: Isikan keluaran/output kegiatan (misalnya: draft peraturan/pedoman/juklak/juknis dan rekomendasi), dan deskripsi singkat hasil.



‘nisey yex3urs 1sdLsop uep ‘(isepuawoal uep srusnf/sepnl/uewopad /ueinierad jyesp reduresiw) ueyeidoy indino /ueren(as] uexis] :uenuwollad/yedel [IseHq wooy ‘9
‘10juey Jeny 1p jedes/uenwaliad uejerdos ueeuesye[od Uese[e UEHIS] ueeUBSHEB[od UBSE[Y WO[03] 'S

‘uejerday ueeuesyead ynjun uereddue Jaquns uep 1sexore/yejunl ueysy (dy) uere33uy wo0y ‘4

‘uejelday] ueeuesye[ad werep Jipey 3ueA Bl1asad [ese ISuelsul BWEU Jelfep UBYIS] Isue)su] [esy wojoy ‘¢

‘uejerdoy ueeuesyead weep ueynpnpoy/ueiad ueyIeseplaq Jipey Jeyep rensas euesad yepumnl ueys] BIIOSId Ye[wn, Wojoy g

"ue)edoy ewreu uep stuaf uess] ueleIgay] uereln wooy I
:ueduelalay]
'dIN dIN
(ewreN) (euren)
vd/vd3l 1sexog nedng
................. Coseosoovoononnoncnns JS.D.\E.Q%QOE
uenwoled /yedey [ISeHy ueeUEBSYE[ed UBSEe[Y (d¥) ueredsuy ISUBJSU] [eSY | ©l19s9d yejwnp ueleIsSdy] UeIRI) ‘ON

yeioe Jten Ip jedey /uenwaliand uejeiday ueiode]

uejerdoy] [1ISeHd

xey /uodafay,

ueBUEBS B[] JeWely
ueeuesyeed jedwa],
ueeuBsyR[ed [eddue],
uejersoy] eweN

uejelday qemeldunddueusd
elro3] yun

yeroe( yesduerod /uolesy un

9-1euLIoy




- jedes/uenwaliad
(ej1asad xipey aeyep 9edes ueiode| uejei8ay ueyeuesye[d| L
neje/uep uajmou qedes pisey dunjsuen) A
uejei8ay ueeuesyepd uawinyjoge| JREIUSL uenf{masJiad [sisodsiq e
BX jedea
(g0 12eH) ( q g ) /uenwaiad uejei3ay ueeuesyed| 9
-9y | + (11p ‘1eyew 9edwss ‘ueSuepun MepiL
uen[myasiad 1sisodsige UEeHT uejei8ay siey uedeisiad uswmjoqe Stu3s) uedersiad Isyel08us |y
ISya.doyIp
p-93 uep Jynjun uejei8ay qemel Sund3ueuad S
(11p ‘1ie3ewt gedwey ‘ueSuepun) | €-93 LEH) @) ueyredwes(p uep uejeI3ay
uejei3ey siwjel uedeisiad uswnyoge| MBHZ 1sisodsi( e siuyay uedeisiad ueyeuesye[d
jedes/uenwayaad
ueje|3ay S[u93 uedeisiod| ¥
(z-3 taeh) ueeuesyejad ueyYyejurIawap
1sisodsige| IUSN ST uen(mastad wnpuelowap e ;
[ eA_|
(uejeaessiad ynuawaw 10juEy] JenT 1p yedey /uenwaliad Jojuey
sepn) ueseouad WNPUEIoWN e (z-o3{ 12) uejei8ay eueouay uenfeSuaq 3JeInSe Jenj 1p jeder/uenwsliad uele8ay| €
(uejeressaad ik BUBIESEIJ UBP
wnuswoaw) uen(njesiad wnpuelowspe| NUPW OE |eueies uesejeqiajay ueejefulag jeInse YlEPLL eueduay uenfeSuad peWIAIUSN
dew/ ._mez Jojuey Jenj ip yeded
Jlen7 1p 3jedey/uenwaliag uejeiday] jepLlL
rueouay uenfe8uad 3Jeing dasuo)je \:mﬂcnwwuumm mmum_wmwm eueousy Z
(1-93 11eq) PUBBSE1] UEP BUBES uen{eS8uad uep ueejefulsaq jeans
uesuejepuenp yeel jeinse| 3NUBNW 0€  |ueseequajo)y] ueeyefulad jeing dasuode [Suejepueuall Uep ESYHLIBWS
10juey]
len 1p Jedey/uenwajlad ueelds)] Jojue) Jenj 1p Jedeu
euesuay uenfeduaqg 3jeing dasuo)je (1-03 1125 Juenwolred uejei8s) eueouay 1
BUBIESE1] UEp BUBIES : uen(eSuag ueyeq ueqdelduapy
uesEIeq1e19)] ueeedulad jeing dasuoye| HUINW OE ueuidud 1sisodsiqe
uejeday]
mding npEem uedeyfuajay/ueiesessiad m.u-mm.%w__ww_m vdd qeme| ndf
Bunf3ueuaq uejeiSoy] uerel() ON
nyjegq ninjy euesie[sd

agdy redeiqiqg Suex rojueyf renq iq jedey]/uenwajiad (dOS) snpasord jeuoiseradQ repuels 'y

L1102 MEVE 29 °
ISVYHY LLVdNE NVANLVIHd 1T NVIIdINVT

JdONON

.




jeiojadsul epeday] uenwaltad
a /iedel uejei3ay| ueeuesyelad [Isey g
(-9 L1eH) uelode] uswinyop ueyjreduweAusjy
uswimyop ewwisl epuele| MEYT yes usawnyo( e
jetopjadsul epeday uenwaltad
/yedex uejeiday ueeuesye[ad [isey ¥
(z-2 1eH) | wawmsjop ueredwiefuad seyueBuad jeing o uelode] uswnyop uerdwefuad
yes uswmyjoqe| FUSW O€ V3! uenfmesiod jeted o Ieyueduad [ueguejepueusy
jesopjadsul
(eatesad xipey Jexyep Jedes uesode| epeday uenwaytad/yedes uegeidoy | €
(z-24 14eH) | neye/uep usmou 4edes pisey dinjsuen) BA HepLL ueeuesye[ad [Isey uelode]
uen{masJad Jereds| WUSIW OE |ueerdoy ueeuesyejad uelode] uswnso( e uawnyop uenfeSuad peWLIDUS
uswnyop ueiedwefuad JejueBuad Jeanse YepiL uenwallad
(z-0% 11eH) \thmwa Jipey Lwa% .umamh :Eo%u_ : /iedel uejei3ay ueeuesyejad jisey| ¢
Beit neje/uep uamou qedes yisey dipjsuen us o I 0Sus
uenfmposaad Jeiede| NUSW 0€ |uegeiSay ueeuesyejad uelode] uswnyo(qe relode wnHop 1S3l W
uswnop ueiedweAusad Jeguedusd jeans e jedel
(ea10sad 1ipey teyjep Jededl uelode (1-03 HEH) /uenwantad ueyerday ueeuesyeod | 1
nege/uep uaqmou 9ede [isey dipjsuen) | (I-1HEH uerode] usawnop ueydelluspy
uejei8ay ueeuesyead uelode] uswnyoge| WUIW O€ ueuidwid isisodsiq e :
10 ueyegay urjerdo
mding nyem uedeyjdudey/ueretessiad mudiyg | VA el | pupiersq
Bunif3uenag uejeiSay] uerean) ON
nyeg minp euesye|od

agdyv rederqiq suex xojuey] xenq iq yedey]/uenwaliag ueeuesjye[ad [isey uerode] ueunsniuag JOS ‘9




ueiode] ueyisejuatinyopua
(8- 11eH) isisodsi( e [ue! HOPUSW | S
[SejuslIny{op epue],e wef | yes uswnyo( e
Isen[eaa/malaau [Isey uelode] b
1sisodsi( e| (g-93 1el) yepiL rueguejepueuawa uep NeuLIadUa
yes uswnyoge| WelT malaal [Isey uerode] dasuoy] e
Isen[eaa/malaal ¢
(£-93 11ey) [isey uerode| dasuoy unsnfuspy
Malaal [isey uelode| dasuoy] e wef g MBIARI [ISEY UaWnyo(] e
(9-o% ps jedes/uenwaliad uelode| z
Z-9 1ey) sen[es Seje [senjeAs/malaal uenye[op
marnaa pisey uswnyoqe| MEBHS  |/momney wiyy seSnp yeyunsd jeInge
Jojuey
Jen| Ip uenwajlad/reder uejerday
isen[eas (T-2 14eH) | 3rup vewrdung/yay yolo lueBueyepuesp llsey uelode| [senjeag/malaay| |
/matney wyy seSny, yeunsg jeinge| MEHT  |8ued  uelode;  sejueSuad  jeange wi ], ueysesnuaw uep Jnuaquiay
mding npem uedeySus|ay/uryeieisiag euesyeRd | maadyjuiL | anyadsuj
uejeisay uerela( ON
nyjeq ninp euesyejad

agdv rederqiqg Suex iojuey] renTg I1q jedey [uenwaliag uejerday uesemeduag JOS 'O




